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<b>ABSTRACT</b><br>

Bank Indonesia hasissued a policy to address the rapid growth of banks in Indonesia since the 1997
economic crisis, which is also called as the Single Presence Policy, which is now regulated under POJK No.
39/ POJK.03/ 2017. The regulations stipulate that one party can only be the controlling shareholder in one
bank, to do so, it can be done with 3 options provided by the Financial Services Authority, namely mergers
and / or consolidations, formation of a Bank Holding Company, and Holding Function. For state-owned
banks, the Indonesian government plans to establish a Bank Holding Company against the four states banks,
which is Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, and the National Savings Bank.
Thisthesiswill explain and analyze the implementation of the Single Ownership Policy along with the
positive and negative implications of the formation of the Holding Company of state-owned banks, with the
appointment of PT Danareksa as the holding company. This research is normative legal research, andis
descriptive analytical, by reviewing library materials as secondary data supported by interviews with
informants. In the formation of the Bank Holding Company, there will be positive and negative
implications, including business competition law, business abilities,

operational holding, and the privileges of BUMN. It is recommended to regulators to complete and
synchronize the new BUMN Law with the new Anti-Monopoly Law so as not to contradict each other, and
to the Ministry of Finance and Ministry of BUMN to review the plan to establish Bank Holding Company to
minimize the emergence of negative aspects including risks that will have animpact in the Indonesian
economy.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan bank di Indonesia
sgjak krisis ekonomi 1997, yang juga disebut sebagal Single Presence Policy, yang sekarang diatur dalam
POJK No. 39/ POJK.03/ 2017. Peraturan tersebut menetapkan bahwa satu pihak hanya dapat
mengendalikan pemegang saham di satu bank, untuk melakukannya, dapat dilakukan dengan 3 opsi yang
diberikan oleh Otoritas Jasa K euangan, yaitu merger dan / atau konsolidasi, pembentukan Perusahaan Induk
Bank, dan Fungsi Induk. Untuk bank-bank BUMN, pemerintah Indonesia berencana untuk mendirikan Bank
Holding Company melawan empat bank negara, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat
Indonesia, dan Bank Tabungan Nasional. Tesisini akan menjelaskan dan menganalisis implementasi
Kebijakan Kepemilikan Tunggal bersama dengan implikasi positif dan negatif dari pembentukan Perusahaan
Induk bank-bank BUMN, dengan penunjukan PT Danareksa sebagal perusahaan induk. Penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif analitis, dengan mengkaji bahan pustaka sebagai data
sekunder yang didukung oleh wawancara dengan informan. Dalam pembentukan Perusahaan Induk Bank,
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akan adaimplikasi positif dan negatif, termasuk hukum persaingan usaha, kemampuan bisnis,

holding operasional, dan hak istimewa BUMN. Direkomendasikan kepada regulator untuk melengkapi dan
mensinkronkan UU BUMN baru dengan UU Anti Monopoli yang baru agar tidak saling bertentangan, dan
kepada K ementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meninjau kembali rencana pendirian Bank

Holding Company untuk meminimalkan munculnya aspek negatif termasuk risiko yang akan berdampak
pada perekonomian Indonesia.



